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1. PENDAHULUAN 

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa perimbangan 

keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian 

keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka 

pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, 

kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendapaan penyelenggaraan Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan.1  

Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menentukan bahwa Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang 

lain. Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud salah satunya adalah hibah antar-

Daerah. Hibah juga merupakan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 2  Hibah yang 

dimaksud merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari 

Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar 

negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3  Pemberian hibah ditujukan untuk 

                                                           
1Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
2Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.   
3Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.   
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menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi 

dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.4 

Pemberian hibah sendiri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

yang terus mengalami perubahan khususnya dalam hal penerima hibah. Pengaturan 

mengenai Hibah diantaranya diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pengaturan 

mengenai Hibah terus mengalami perubahan untuk mendorong perbaikan pengelolaan 

dan pertanggungjawaban dana hibah. Namun, dalam praktek pemberian hibah terutama 

kepada kelompok masyarakat sering terjadi permasalahan dalam hal 

pertanggungjawaban hibah. Hal ini terjadi seringkali karena penerima hibah tidak 

memahami tata cara pertanggungjawaban hibah. 

 

2. PERMASALAHAN 

1. Apa yang dimaksud dengan hibah? 

2. Bagaimanakah Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban hibah? 

 

3. PEMBAHASAN 

3.1 Pengertian Hibah 

Pengertian hibah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-

undangan, diantaranya: 

➢ Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah, Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari 

                                                           
4Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
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Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.  

➢ Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah lain, 

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan 

oraganisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 

 Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan 

daerah5, yang memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun 

anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain 

oleh peraturan perundang-undangan; 

c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.6 

Untuk penerima hibah, terdapat perubahan ketentuan dari sebelumnya. Pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dalam Pasal 5 ditentukan bahwa hibah dapat diberikan kepada: 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah daerah lainnya; 

c. Perusahaan daerah; 

d. Masyarakat; dan/atau 

                                                           
5Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
6Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
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e. Organisasi kemasyarakatan. 

Namun setelah dilakukan perubahan, maka ketentuan penerima hibah menjadi: 

Hibah dapat diberikan kepada: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lain; 

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia.7 

3.2 Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah 

Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau 

jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah 

berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.8 Daftar tersebut 

menjadi dasar penyaluran hibah.9 Penyaluran hibah dari pemerintah daerah kepada 

penerima hibah akan dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah 

Daerah (NPHD). 10  NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari 

APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.11 

Dalam kenyataan yang terjadi di dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban 

hibah, penerima hibah tidak mencermati tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban 

hibah yang diterimanya, terutama mengenai jangka waktu penyampaian 

pertanggungjawaban hibah kepada kepala daerah. Sedangkan ditentukan bahwa 

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah 

yang diterimanya12 Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan 

                                                           
7Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 
Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
8Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 
Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
9Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
10Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
11Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
12Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. 13 

Penerima hibah berupa barang dan jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah 

kepada kepala daerah melalui SKPD terkait.14 Tata cara penganggaran, pelaksanaan 

dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi 

hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.15  

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a. Laporan penggunaan hibah; 

b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 

telah digunakan sesuai NPHD; dan 

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-

undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima 

barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. 

Pertanggungjawaban hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 

10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan 

perundang-undangan. Pertanggungjawaban tersebut disimpan dan dipergunakan oleh 

penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi: 

a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah; 

b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah; 

c. NPHD; 

d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 

akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 

e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima 

barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.16 

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar 

akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas 

                                                           
13Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
14Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
15Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
16 Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 17  Hibah 

berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun 

anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.18  

 

4. PENUTUP 

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah lain, 

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan oraganisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus 

yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hibah 

dapat diberikan kepada: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lain; 

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 

d. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia. 

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

d. Laporan penggunaan hibah; 

e. Surat penyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 

telah digunakan sesuai NPHD; dan 

f. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-

undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima 

barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. 

Pertanggungjawaban hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat 

tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai 

peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban tersebut disimpan dan 

dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. Selain oleh penerima 

hibah, pertanggungjawaban hibah juga dilakukan pemberi hibah, dalam hal ini 

Pemerintah Daerah.  

 

                                                           
17Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
18Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Sersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
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Disclaimer: 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan 

pendapat instansi. 


